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Menimbang : a. bahwa kebutuhan barang milik negara berupa peralatan 

dan mesin di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia, direncanakan secara tepat dan 

akuntabel; 

b. bahwa guna mewujudkan perencanaan kebutuhan 

barang milik negara yang tepat dan akuntabel 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pengguna Barang 

menyusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis 

Kementerian, Standar Barang dan Standar Kebutuhan; 

c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang 

Standardisasi dan Pemeliharaan Rumah Negara, 

Kendaraan Operasional, dan Peralatan Kantor di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
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sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu 

dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PL.01.01 Tahun 

2012 tentang Standardisasi dan Pemeliharaan Rumah 

Negara, Kendaraan Operasional, dan Peralatan Kantor di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4286); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 

tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

991); 

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

1698); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-01.PL.01.01 TAHUN 

2012 TENTANG STANDARDISASI DAN PEMELIHARAAN 

RUMAH NEGARA, KENDARAAN OPERASIONAL, DAN 

PERALATAN KANTOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. 
 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan 

Pemeliharaan Rumah Negara, Kendaraan Operasional, dan 

Peralatan Kantor di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

                                

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Oktober 2016 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 2 Desember 2016..........................  
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REPUBLIK INDONESIA,  
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